PFIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/7 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

KOTA SEMARANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas dan wewenang Alat Kelenglkapan
Dewan telah dibentuk Alat Kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan
Tahun 2019 = 2024;

. bahwa dengan adanya perpindahan dan penyesuaian

Keanggotaan pada Alat Kelengkapan Dewan tersebut,
maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor
172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat
Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rota
Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024, dipandang
perlu untuk disesuaikan;

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka periu
menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Ketujuh Atas
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ko
Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan
Tahun 2019-2024;



Mengingat

Undang-Undang Namor 16 Tahun 1950 tentang
Fembentukan Daerah-Daersh Kola Besar  dalam
Lingleungan ropinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah [stimewa Mogjakarta;

Undang-Undang Nomor 2 Tehun 2008 tentang Partal
Politike  (Lembaran: MNegara  Fepubhk  Indonesa
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran MNegarta
Reputilik Indonesia Nomor 4801}, schagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
teniang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik [Lembaran Negara
Republilk Indonesia Tahun 2008 Nomeor 2. Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4301];

Undang-Undang Noumor 12 Tahun 2011 teotang
Hembentulkarn Peraturan Ferundang-undangan
iLembaran Mepara Republik Indoncsis Tahun 2011
Nomor %2, Tambahan Lembaran Negara Kepublik
lndonesia Nomor 5234), achapaimana telah dicgbah
dengan Undang-Undang Nomaor 15 Tahun 20149 entang
PMerabahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tabun 24011
tentang FPembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Letnbaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambaban Lembaran Negars Republik
Indoncsia Nomor 637935,

Unidang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Magelis
Permusyawaratan Ralgeat, Dewan Perwaldlan Halgpat,
Dewan Perwalkilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralcyat
Cacrah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambehan Lembaran Negara
Fepublik [ndonesia Womor 5568). sebagaimeama telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Momor 2 Tahun 2018 tencang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Namor 17 Tahun 2014 tentang Majchs
FPermusyawaratan Raloyat, Dewan Perwalolan Falkyat,
Dewan  Ferwakilan Daerah Dun Dewan  Perwalalan
Rakyal Daerah {Lembaran Nepara Fepublk Indonesia
Tahun 2018 MNomeor 29, Tambahan Lembaran Negara
Repulblik Indonesia Nomor 61.37).

Undang-Undang HNomor 23 Tahun 2014 rentang
Pemerintahan Daeral  [Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Eeopulblilk Indonesia Nomor 3587, sebagaimana
telgh diubab beberapa laali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomsr 11 Tabhun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2040
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repulilik
Irclonesia Nomeor 657 3);



10,

11.

Undang- Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemiiihan
Umum  [Lembaran Neogara Republik [ndonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republil: [ndonesia Nomor 6109);

Peratiran Pemetintabh Nomor 16 Tahun 1976 rentang
Petluazan lotamadva Daerah Tingkat 11 Semarang
[Lembaran Negara RHepublik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lemberan Negara Republik
indonesia Nomor 3074,

Peraturan Pemermtah Nomer 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilarah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat I Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Fenataan Kecamatan
di Wilavah Kotamadya Daerah Tingkat [1 Semarang
dalarn Wilayah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Womor BE9;

Peraturan Pomerintah Nowmor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Proiakaler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anpgota Dewan Perwaldlan Fakyal Daerall (Lembaran
Mepara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 4416), sebagaimany telah diubah bheberapa kal,
terakhir dengan Peraturan Pemernntah MNomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Kebga Atas Peraturan
Yemaerntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
rrotokoler Dan Keuangan Mmpinan Dan Anggota Diowan
Perwakilan Raloyat Daerah [Lembaran Negara Eepublilc
Indunesia Tahun 2007 Nomeaor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Womoeor 4712);

Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Peranglkat Daerah [Letmbaran Negara Repullik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Mepara
Republik londeonesia MNomor S5B57), schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomoar 74
Tauhun 2019 tentang Ferubshan Atas Peraturan
Pecmerntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Dactah  ({lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lemboaran MNegara
Roepublik Indonesia Momor &4(2);

Perptitran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Petnbinaan dan Prenpawasan Penyeloetgearann
Iemerintahan  Dacrah  [Lembaran Nepara Republk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tamhahan Lembaramn
Megara Eepublik Indonesia Nomor 4293),
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16.

17.

Pemmturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpman dan Anggota
Cewatn Perwalkilan Rakyat Dacrah [Lemhbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer 106, tambahan
Lembaran Neogara Nomer 6057);

Peraluran Pemmerintaby Momor 12 Tehun 2018 entang
Pedoman Penyusunan MPeraturan Tata Tertibk Dewsan
Perwakilan HKakvat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota {Lembaran Wegara Republik indonesia Tahun 2015
Momor 5% Tambmhan Lembaran Negara Repubiik
fndoneaia Nomor &1%7];

Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 tentans
Penigelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomeor 42, Tambaben
Lembaran Megara Fepubilik Indonesia Nomor 6322);

Feraturarr Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraswn Pemerintahan
Daerah  [Lembaran Megara  Fepublik [ndonesia
Tahun 2019 Momor 52, Tambaban Lembaran Nepara
Repuhlik Indonesia Nomor 6323);

Feraturan Daerah Kola  Semwarang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Penpelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran D[raecrah Kota Semarang Tahun 2007
Nomor 1 Scn E, Tambahat Lemboram Pacrabl Kotd
Semarang Numour 1] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomer 5 Tatwan 2013
tentang Perubahan  Amms  Peraturan Daerah  Hota
Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Dagrah Kota Semarang
Tahun 2013 Momor 5, Tambahan Lemmbaran Dasrah Kota
Semarang Momor 53);

Peraturan Daerab Kota Semarang Nomor 14 Tahun 20140
tentang Pembeniukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Kota Semarsng [Lembaran Daerah Kota Semarsang
Tahun 2016 Nomor !4, Tambahan Lembaran Dacrah
Kota Semarang Nomor 114), sebagaimeana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semerang Neomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Sernarang HNomor 14 Twhun 20106 toctang
Pembentukatt dan Susunan Perangkat Daerah Koda
Jemarang  [Lembaran Daerah HKota  Semarang
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Jemarang Nomor 140);



Menectapkan

KESATU

KETHIA

KETIGA

KEEWFAT

KELIMA

18. Peraturan Daerah Kota SBetnarang Nomor 8 Tahun 2017
tentanp Hak Kevangan dan Administratif Fimpinan dan
Anggota Dewan Perwaldlan Falkyat Daerah [Lembaran
Dacrah Kota Scmarang Tahun 201Y Nomor 8, Tambxaban
Lembarmn Daerah Kota Semarang Nomor 130

19. Peratursn Dewsn  Perwakilem  Eakyat Daesrah Kofa
Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Ralorat Daerah Kota Semarang (Benta
[merah Kota Semaranp Tahun 20183 Namoe 71,
sebhagaimane telah diubah dengan Peraturan Dewan
Ferwakilan Rakyar Daerah Kota Semarang Nomor |1
Tahun 2019 tenteng Perulbahan Atas Peraturan Dewan
Perwakilan Ralkwyat Daersh Kota Semarang Nomor |
Tahun 2015 remdang Tata Tertib Dewan Perwalalan
Ralkvar Therah Kota Semarang [Berita [Draerah keota
Semarang Tahun 2019 Nomor 52}

MEMUTUSKAI:

Merulmb Keputusan Dewan Perwakilan Ralgrat Daerah Kara
Semarang Neomor 172 1/23  Tahun 2019 tentang
Fembentukan Alat Helengkapan TDewan Perwakilan Ralorat
[*aerah Kota Semarang Mass Jabatan Tahun 2019 - 20244,

Perubahan  Pembentukan Alar Kelengkapan — [ewan
sehagaimana dimaksud Diktum EESATU terditi dam Badan
Anpgaran, Badun Musvawarsh. dan Badan Pembentukan
Peraturan Daerah.

Susunan Puopiman dan Anpgota pada masing-masing Alat
Kelengkapan Dewan sebagsamana dimaksud Diktum KEGUTA
tercanmm dalam Lampiran I, Lampiran U, dan Lampiran 1N
isi.

Alal Kelengkapan Dewan sebagmamana dimaksud Diktum
KETIGA melakeanakan tugas dan wewenang aesual derngan
kelenttuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanaksn fugasnya, masing-masing  Alat
Eclengkapan  [PDewan sebapgaimana dimmaksad  Dilitum
KEEMPAT hertangpungjaweb dan  melaporkan  hasilnya
keparda Pimpinan Dewan Perwalkdilan Eakyat Daerah kKota
Semarang.



KEENAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yith:
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Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Mei 2022

__KETUA
AK] -{R_AI{

Gubemur Jawa Tengah;

Walikota Semarang;

Wakil Walikota Eema.ranﬁom

Para Walkil Ketua DPRD Scmarang;
Para Pimpinan Fraksi DFRD Kota Semarang;
Para Ang_gpta DPED Kota Semarang;
Sekretaris Daerah Kota Semarang;
Sekretaris DPRD Kota Semarang;

Para Asisten Administrasi Sekda Kota

Semarang;

. Inspektur Kota E:marangs':
. Para Kepala Badan Kota Semarang;

. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
. Kepala Eatgol PP Kota Semarang;

Direktur R
Semarang,

D K.EM.T Wongsonegoro Kota

. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
. Para Direktur BUMD Kota Semarang;

. Para Camat Kota Semarang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

YAT DAERAH



SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGOARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANCG

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKAYAT DAERAH

NOMOR

172.1/23 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

KOTA

SEMARANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO NAMA UNSUR KEDUDUKAN
. Ketua
1. | KADARLUSMAN, S.E Pimpinan DFRD merangkap Anggota
2. | MUALIM, S.Pd. M.M Pimpinan DPRD megrﬁ'ﬂ;{‘ﬂ;mm
3. | H. MUHAMMAD AFIF, Lc Pimpinan DPRD muiﬁ;{‘ﬁ;ﬁm
. Walkil Ketua
4. | WAHYOE WINARTO Pimpinan DFRD o E"‘“]! i
. Zelretaris
5. | MOCH. IMRON, SH, MY Selretaris il AR
6. | H.M. RUKIYANTO A.B, 5.H, M.A Fraksi PDI Perjuangan Anggota
7. | H, MEIDIANA KUSWARA, A.Md Fraksi PDI1 Perjuangan Anggota
&, | HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E Fraksi PDI Perjuangan Anggota
Q. JOKD SUSILCY Fraksi FDY Ferjuangan Anggota
10. | RAHMULYQ ADIWIBOWO, S.H. M.H Fralksi PDI Perjuangan Anggota
11. | FAJAR RINAWAN 5, 5.H Fraksi FDM Perjuangan Anggota
12. | TRIFENA WEYATIN 5, 3.Kom Fraksi PDI Perjuangan Anggota
13. | V. DJOKO RIYANTO, S.E Fraksi FDI Perjuangan Anggota
14, | H. JOKO SANTOS0, 8.E, M.M Fraksi Partai Gerindra Anggota
15. | HERLAMBANG FRABOWO A Fraksi Partai Gerindra Anggota
16, | Ir. H. JOHAN RIFAI Fraksi FES Anggota
17. | SUHARSONO, 5.5, M.Si Fraksi PES Anggota
_18. | DANUR RISPRIYANTO Fraksi Partai Demokrat Anggota
19. | Hj. SWASTI ASWAQATI, 5.Psi, M.50s Fraksi Partai Demokrat Anggota
20. | H.JUAN RAMA, S.AB Fraksi KB Anggota
21, | H. SODRI, S.H Fraksi PKB Anggota
22. | DR. H. ANANG BUDI UTOMO, M.Pd Fraksi Partai Golkar-Nasderm Anggota
23. | SURYANTO Fraksi Partai Golkar-Nasdem Anggota
24, | Ir. WACHID NUEMIYANTO Frak=i PAN — P3] Angeola
25. | MELLY PANGESTU Fraksi PAN - PSI Anggota




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN
DEWAN FERWAKILAN RAKAYAT DAERAH
NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

SUSUNAN FIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

WG MNAMA, UNSUR KEDUDUKAN

1. | KEADARLUSMAN, S.E Pimpinan DPFRD Ketua
merangkap Anggota

2. | MUALIM, 8.Fd, M.M Pimpinan DPRD Waldl Ketua
merangkap Angeota

4. | H. MUHAMMAD AFTF, Le Pimpinan DPRD Waldl Ketua
merangkap Anggota

4, | WAHYOE WINARTO Pimpinan DPRD Waldl Ketua
IMETAnERKAD ﬁ'r_uguta

5. Selmetaris Sckretaris

MOCH. IMRON, SH, MH bukan Anggota
6. | R YUWANTO Fraksi PDI Peguangan Anggota
7. | NOVI SUKMAWATI A, S.E Fraksi PDI Perjuangan Anggota

5. | DYAH RATNA HARIMURTI, 5.50s, MAP | Fraksi PDI Pejuangan Anggota

0. | ¥, DJOKEQ RITANTO, 3.E Froksi P Perjuangan Anggota

10. | LELY PURWANDAR] Fraksl PDI Perjuangan Anggota

11, | H. SUPRIYADI, 8.Sos, M.A Fraksi PDI Perjuangan | Anggota

12. | TRIFENA WEYATIN 5, S.Kom Fraksi PDI Perjuangan Anggota

13, | YOSIYONARDO G.RF, 8.E Fraksi PDI Perjuangan Anggota

14. | Drs. ABDUL MAJID Fraksi Partal Gerindra Anggota

15, | NUNUNG SEIYANTO, 5.H, M.M Fraksi Partal Cerindra Anggota

16. | ABDUL WAHAB, S.Ag, M.Pd.I Fraksi PES Anggota

17. | M. SIFIN ALMUFTI, 5.Ag Fraksi PKS Anggote

18. | H. SUG HARTONOD, 5.508.1 Fraksi Partai Demokrat Anggota

19, | SUCIATI, SKM Fraksi Partai Demokrat Angzota

20. | GUMILANGF. 8, 8.T, M.M Fraksi PEB Anpgota

21, | H. SODRI, 5H Fraksi PKB Anggnta

22, | H. BUDIHARTOQ, 5.7, M.M Fraksi Partai Golkar — Nasdem Anggota

23, | CAHYO ADHI WIDODO, S.AP Fralesi Partai Golkar — Nasdem Anggota

24, | B. NARENDRA KESWARA Fraksi PAN — PSI Anggota

25. | Hj. UMI SUROTUD DINIYAH, S.E Fralksi PAN — PSI Anggota




